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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN  

 

NOMOR: 500.12.18.1/66/2025 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  

DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  

KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 

 

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  

DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN 

 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu 

membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pembantu pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen; 

 b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di 

atas perlu ditetapkan dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Kebumen. 

  

Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234; 

 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950; 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4758); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5149); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 61). 

 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan: 

KESATU  : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Kebumen yang susunan keanggotaannya sebagaimana 

tersebut dalam lampiran keputusan ini. 

 

KEDUA  : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki 

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan 

Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; 

b. memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik 

atau tidak; 

c. membuat penolakan permohonan informasi publik yang 

dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia 

dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak 

dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan 

atas penolakan tersebut; 
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